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Nomor . 0437/PM.00.02/K.SN-04/10/2023 2 Oktober 2023
Sifat . Penting

Lampiran Lo

Hal . Imbauan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu Tahun

2024 terkait penceramatan rancangan daftar calon tetap (DCT) serta
penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT)

Yth. KPU Kab. Bulukumba
di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor
996 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Sementara dan Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Isi Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran

dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pencalonan

Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, maka Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan
Pemilu pada tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota :

a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah
kabupaten/ kota terhadap :
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1) pelanggaran Pemilu; dan
2) sengketa proses Pemilu;

b) Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :
“Pasal 251
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan

atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan KPU Kabupaten/Kota.”

c) Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) dan angka (3) Peraturan Bawaslu Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum :

‘(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan
anggota DPRD kabupaten/kota;
- 3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;”

2. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana pada Tahapan Pencalonan Anggota DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota :

Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 518 yang berbunyi :
“‘Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak
menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagimana dimaksud
dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi
bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagimana
- dimaksud dalam Pasal 250 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan
verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp
36.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)”:

Pasal 520 yang berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan
maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan
sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR,
DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

3. Ketentuan penetapan daftar calon tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten :
Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
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Pasal 256

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota.

(4)Daftar calon tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3)
disusun berdasarkan nomor urut dan dilengkapi pas foto diri terbaru.

Pasal 257

(1) Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota.

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase
keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada
media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Peraturan KPU

_ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang
Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota:

Pasal 80
(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Menyusun rancangan DCT
berdasarkan:

a. DCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69; dan
b. berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon
sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).
(2) Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
menggunakan formulir MODEL RANCANGAN.DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD
KAB/KOTA.
(3) Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti calon
. sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
& dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan/atau Pasal 76 ayat (2),
urutan nama dalam rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
(4) Rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu melalui Silon.

Pasal 83

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi
kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan
pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (3).

(2) Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kebenaran dan kegandaan Bakal Calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi kelengkapan
dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon
sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3).
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Pasal 84
(1) Rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 80 ditetapkan menjadi DCT oleh KPU, KPU Provinsi, dan

KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD
PROV/DPRD KAB/KOTA.

(2) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:

a. Keputusan KPU untuk DCT anggota DPR yang dilampiri dengan formulir MODEL
DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan
anggota KPU;

b. Keputusan KPU Provinsi untuk DCT anggota DPRD provinsi yang dilampiri
dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD KAB/KOTA yang
ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi; dan

c. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk DCT anggota DPRD kabupaten/kota
yang dilampiri dengan formulir MODEL DCT.DPR/DPRD PROV/DPRD

s KAB/KOTA yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
(3) Dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota tidak menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran

diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3), KPU,

KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan calon sementara

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam DCT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

4. Terhadap hal tersebut,sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami mengimbau
kepada KPU Kab. Bulukumba untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Memastikan pelaksanaan pencermatan rancangan daftar calon tetap (DCT) yang
dilaksanakan pada 24 September - 3 Oktober 2023, serta penyusunan dan
penetapan daftar calon tetap (DCT) yang dilaksanakan pada 4 Oktober 2023 — 3
November 2023, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun
2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur

~~ Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b) Terkait status pekerjaan calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) yang
mengharuskan menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri, jika
sampai pada masa pencermatan DCT tidak dapat menyampaikan keputusan
pemberhentian, diimbau kepada KPU Kab. Bulukumba agar melaksanakan
ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.
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